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PUTUSAN

Nomor : 165/ G / LH /2020 / PTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *

Pengadilan Tatg Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat

ertama den ; .
p 9an acara biasg yang dilaksanakan secara elektronik melalui

Sistem Informas;j Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di

bawabh ini, dalam sengketa antara -
PT WAHANA ORGANIK MULIAJAYA (PT WOM);

o Perseroan Terbatas yang
didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perse

roan No. 66 Tanggal 26 -
4 - 2007, dibuat di hadapan Notaris Irawati Njoto, S.H., M.Kn. dan

telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia No. W10-00863.HT.01.01 - TH.2007, Tanggal 17 - 07
- 2007. Beralamat di Jalan Raya Klatakan RT 002 RW 003 Desa
Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.

Dalam hal ini memberi hak dan wewenang bertindak untuk dan atas
nama direksi serta mewakili perseroan kepada EMBOEN SUANDA,
Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Wiraswasta; Tempat
Tinggal di Jalan Pemuda No. 173A RT 004 RW 002 Kelurahan
Mimbaan Kecamatan Panji Kab. Situbondo Provinsi Jawa Timur,
berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT Wahana Organik Muliajaya Akta Notaris
Nomor: 5 Tanggal 05 - 06 - 2018, sebagai Direktur Utama.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. H. A. ZAINURI GHAZALI, S.H., M.H., M.M.

2. JAYADI, S.H.

3. ATIKKRISTIANA, S.H., M.H.

Seluruhnya Berkewarganegaraan Indonesia dan Pekerjaan Advokat
pada Kantor Hukum Achmad Zainuri Ghazali & Rekan berdasarkan
SK. Menteri Kehakiman Rl No. D.21 Kp. 04 - 13 - TH 1994 e-mail:
advokat.jay@gmail.com beralamat Kantor di Jalan Pelabuhan
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Jangkar Nomor g3 Kecamatan Jangkar Kab. Situbondo Prov.Jawa
Timur. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Tanggal 17 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai-—-———-—-——
-------------------------------- PENGGUGAT ;

MELAWAN:

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SITUBONDO ;
berkedudukan di Jalan pg Sudirman Nomor 28 A Kelurahan Patokan
Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

Dalam hal inj memberikan kuasa kepada - SUPRIYONO, SH,
M.Hum, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum beralamat Kantor Pesisir Tengah Gang IV Nomor
16 Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Email -
supriyono.advokat@yahoo.co.id Dalam hal ini bertindak berdasarkan
Surat Kuasa Khusuys Nomor : 183.1/ 1016 / 431.205.2 / 2020
Tanggal 3 November 2020 disebut sebagaj-—--—-----—--- TERGUGAT,;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 165/PEN.MH/2020/PTUN.Sby., tanggal 20 Oktober
2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor
165/PEN.PP/2020/PTUN.Sby., tanggal 21 Oktober 2020, tentang Hari
Pemeriksaan Persiapan :

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis  Nomor
165/PEN.HS/2020/PTUN.Sby., tanggal 25 November 2020, tentang Hari

Persidangan ;
4. Telah membaca berkas perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby.,

berserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

5. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan

keterangan saksi dipersidangan ;
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Halaman Tidak Ditemukan



_ Bahwa, sepe i
Pengetahuan Saksi persetujuan itu akhirnya tidak

direkomendasi:
- Bahwa, saksi me ; .
Ngetahui bykt; P.15 berupa surat bersifat himbauan;

Menimbang, ba
e ?el hh"‘{a atas permohonan pihak Penggugat pada tanggal
29 Jamt " af dlaksanakan Pemeriksaan Setempat yang secara
o .
gkap genal fakta dilapangan tercantum dalam Berita Acara

len
pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, b i
| 9. ahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan dalam
persidangan melalui aplikasi e-Coyrt tanggal 10 Maret 2021 :
Menimbang, |
" kg bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa
menyf’:"&”(a'.1 ida éda hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada
majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;
Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu
yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis
Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana dalam uraian Tentang Duduk Sengketa di atas yang pada
pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah
keputusan objek sengketa dalam perkara ini:
Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini
yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah Surat Kepala

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Nomor
660/789/431.205.2.2/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 perihal : Penghentian

Aktivitas Penimbunan Bahan Baku Blotong PT Wahana Organik Muliajaya

(vide bukti P-15 = bukti T-1);
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada

pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a
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quo bertentangan dengan Peraturan
bertentangan dengan Aga
Menimbang, bahwa
telah menanggapi dalgm
perkara, yang isi selengk
sengketa di atas;

Perundang-undangan yang berlaku dan
~Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

terhadap dalil-dali Penggugat tersebut, Tergugat
Jawabannya, yang memuat Eksepsi dan Pokok
Pnya sebagaimana dalam uraian tentang duduk

Menimbang, bg
hwa oleh karena Tergugat dalam Jawabannya

emuat dalil ekseps;
m PSI, maka sebelym mempertimbangkan pokok perkara,

Majelis Hakim terlebi
j ih dahuly Mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut

sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat dalam
jawabannya pada pokoknya mendalilkan Eksepsi Kompetensi Absolut yaitu
Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam
ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dali Eksepsi Tergugat tersebut,
Penggugat dalam Repliknya membantah eksepsi tersebut dan menyatakan
surat objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah
menimbulkan akibat hukum yaitu kegiatan usaha penggugat dihentikan
sehingga tidak bisa menjalankan usahanya lagi, dan sudah merupakan
keputusan untuk memberikan sanksi penghentian kegiatan usaha
penggugat, dan surat objek sengketa juga tidak termasuk Keputusan Tata
Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan sebagai objek sengketa
sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9
Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan
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lis yang dikeluark
perisi tindakan - hukyq, tata Usahan U pojabay lata usaha Negara yang
perundang-undangan Vang a
fnal, Yang menimbylk,, akib

ne
ara yang berdasarkan peraturan

erlaky,
Yang bersifat konkret, individual, dan

at hUkU ,
perdata.' m bag| Seseorang atau badan hukum
Menimbang bahw
! a Setelah
. me
sengketa @ quo, Majgjis Haki Mbaca dan Mencermati Surat Objek

nkrit, yaitu berupg ;
ko Ndakan hukum Penghentian aktivitas penimbunan

pahan baku B-IOIOHQ berdasarkan Peraturan Perundang-U i bi

Lingkungan Hidup, kemudian bersifat individual dimang- ”danga.n * bidang
ditujukan kepada subjek hukum individy syaty Badan HLSJ::E:; (:zt::a:gké:a
PT. Wahana Organik Muliajay (Pe“QQUQat). dan juga bersifat fina d:zr:

: lah iti
atian tela (.:ieﬁmtlf dan dapat dilaksanakan isi surat tersebyt tanpa
memerlukan tindakan hukum atg

U persetujuan lainnya dari Badan at
Pejabat Tata Usah Negara lainny : : .

menilai surat objek sengketa tigak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha
Negara (KTUN) yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan juga tidak termasuk Sengketa Tata Usaha
Negara tertentu dalam hal KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu
KTUN yang dikeluarkan dalam wakty perang, keadaan bahaya, keadaan
bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, dan juga

dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum:
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Menimbang, bahW']

- berg
orsebut di atas, Majelis Hakin, aSarkan ur

e .
_plakul Badan Hukum pe"da[a rkesmpuian
5

. en
Negara atau Pejap,, 93N Ter

Minstrag;
dM,l,arkannya Surat Objek s

aian pertimbangan  hukum
Sengketa

antara Penggugat
Sugat selak, p

ejabat Tata Usaha
pOMErintahan,

engket yang timbul dari

Negara sebagaimang dimakg,q P % Merupakan Sengketa Tata Usaha
asa|

<1 Tahun 2009 tentang Perubang ' angka 19 Undang-Undang Nomor

I n

Ked

ndang-Undang Nomor 5
Menimbang, bahwa
mengenai eksepsi TerQUgat ter
Tergugat yang Menyatakan
Negara yang termasuk dalam ruan
peradilan Tata Usahga Negara a
sudah sepatutnya dinyatakan lidak diterimg -
Menimbang, bahwa seiq '

itu Majelis Hakim terlebih dahuyly akan
mempertimbangkan formal

gugatan tentang Upaya Administratif yang
ditempuh Penggugat Sebelum

mengajukan gugatan, sebagai berikut;
Menimbang, bahwa selain Parameter  yntyk

Pasal 75 Undang-Undang Administrasi

Pemerintahan yang Pengaturan
kewenangan mengadili tersebut diatur jug

a dalam Perma Nomor 6 Tahun
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2018 khususnya Sebagaim,,

. na Yang it
menyebmkan P(-‘"Uﬂdﬁnn

bOFW(m.'mg

ndmrm’s!msr pem

Nukan dalam Pasal 2 ayat (1)
enyelesaikan Sengketq Memeriksa,  momutus dan
’ .

! a administrat;f - Crintahan selelah menempuh

upay '

Menimbang, bahwg,

lelah  menempuh Upaya Ad

seng
telah  mengajukan Surat Nomor

September 2020 Periha|-

keta, Penggugat melalyi Managernya
93/WOM/IX/2020 tertanggal 12
Pengaduan tentang Surat Keputusan DLH

Kabupaten Situbondo, Yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan

Hidup Provinsi Jawa Timur (vide bukti P-16

Oktober 2020 (vide bukti P-24);

Menimbang, bahwa dajam menilai dan mempertimbangkan upaya
administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan
Gugatannya, oleh karena Peratyran Perundang-Undangan yang menjadi
dasar penerbitan surat objek sengketa, yaitu peraturan perundang-undangan
tentang izin lingkungan tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme
dan proses Upaya Administratif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat
(2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh

Upaya Administratif, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan mengenai
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Upay? Administratif Yang diatyr dal
: a
14 tentang Administrag; Pe " Und3”9~Undang Nomor 30 Tahun

Merintahan, (
i UUAP).
Menimbang, bahwa dalam ketenty, o
anp
mengatur warga Masyarakgt (termaSUk 5 a
ta) yan dirugi en
Perda. ; dg 9ikan terhadap keput G
emerrntahan apat mengajukan Upaya Administ t.fp: usan adminisitrasi
ratif, berupa K

20

sal 75 UUAP, pada pokoknya
g9ugat selaku Badan Hukum

gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 UUAP, jelas

diketahui bahwa - pengajuan keberatan hanya dapat diajukan secara tertulis
kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan, dan
keberatan tersebut dapat ditempuh atay, dilakukan Penggugat hanya dalam
jangka waktu paling lama 21 (gya puluh satu) hari kerja sejak
diumumkan/diterbitkannya  atay diterimanya keputusan  administrasi
pemerintahan (keputusan objek sengketa), kemudian kepada Badan/Pejabat
pemerintahan (Tergugat) yang menerima keberatan tersebut dalam jangka
waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menyelesaikan keberatan tersebut,
dan selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
penyelesaian keberatan, Badan/Pejabat Pemerintahan (Tergugat) waijib
menetapkan keputusan atas permohonan Keberatan:

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebelumnya, dimana Penggugat
mengetahui surat objek sengketa pada tanggal 7 Agustus 2020 kemudian
terhadap surat objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan Surat
Pengaduan tertanggal 12 September 2020 yang ditujukan kepada Ke;.)alla
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini menurut Majelis
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rahun 2014

keberalan ataupun banding ke

Tergugal selaku Kepala Dinas

Bupati Situbong
adalah 0O, bukan Kepala Din _
as L - . .
Jawa Timur, Ingkungan Hidup Provinsi

Pada

Menimbang, bahwag masih dar

I uraian fakta sebelumnya, diketahui
setelah Penggugat menerimg surat o

o bjek sengketa pada tanggal 7 Agustus
2020, Peggugat juga Mengajukan somas; (keberatan) atas surat objek

sengketa kepada Tergugat yang bary diajukan pada tanggal 19 Oktober
2020, terhadap fakta tersebyt, Majelis Hakim menilai apabila dihitung antara
waktu diketahuinya surat objek Sengketa pada tanggal 7 Agustus 2020
dengan waktu diajukannya SOmasi (keberatan) kepada Tergugat pada
tanggal 19 Oktober 2020, telah nyatq Pengajuan keberatan tersebut sudah
melewati atau melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja batas waktu paling
lama pengajuan keberatan sejak Penggugat menerima atau mengetahui
surat objek sengketa pada tanggal 7 Agustus 2020, dengan demikian surat
Somasi atau Keberatan Penggugat tersebut di hadapan hukum tidaklah
dapat dianggap sebagai Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan:;

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut somasi ( keberat?n )
yang diajukan pada tanggal 19 Oktober 2020 dikaitkan dengan ?tlhal:
Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal.20 Ok.tober ZOiO Zzln uan
(satu) hari setelah surat somasi (keberatan) dlsampatkén, mz ztas W:ktu
demikian Gugatan Penggugat diajukan sebelum berakhirnya a?aaitu "
kewajiban Tergugat untuk menanggapl keberatan Penggugat y




d”ﬂaknaisebagaiSUBHJkeberat
an (UpaYa a
sete'ah keberatan diajukar, ,

-undg -
grundang angar dmlmstram; menurut peraturan

tannya yang dilakukan satu hari

premafu-' karena "hla-kl.lkan sebely Pengajuan gugatan yang masih

Tergug2! MENANGGapi atg,, Menyelesa. o 10 (sepuluh) hari kerja
Menimbang, bahy, dengan °" keberatan ;

engajuan guga
dalahte”‘ﬂasuk

M batag

n
penggugat untuk mengaj 5 gug:i MUK mengajukan Gugatan, dan hai
an (d .
oleh Tergugat) menuryt peratyr (dalam hal keberatan tidak ditanggapi

an
gima belas) hari keria sejay oo Pefndang-undangan agaiah setelan 15
eratan diajukan
» Yang dalam

Pi keberatan Penggugat);
bahwa dengan demikian of
ik menempuh Upaya Administratif berupa k
peratura” perundang-undangan

Menimbang,
eh karena pihak Penggugat
eberatan sebagaimana diatur
yang berlaku sebelum mengajukan
Gugatannya ke Pengadilan, maka hal tersebut juga berarti Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 menjadi tidak berwenang untuk
memutus dan mengadili sengketa dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak dan
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan dan juga
pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili
sengketa perkara ini dikarenakan Penggugat tidak menempuh Upaya
Administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebelum mengajukan gugatannya, maka menurut hemat Majelis Hakim
terhadap formil gugatan Penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan

gugatan dan kepentingan penggugat yang dirugikan sudah tidak perlu

diperttimbangkan, dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai  pokok

perkaranya;
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pALAM POKOK PERKARa,

Menimbang, bahwg ol
eh
s karena Pihak Penggugat tidak menempuh
,JpaYa administrasi berupa kebera ’
raturan perundang-undangan Yang

ka terhadap pengujian elah dipertimbangkan tersebut diatas,
) "9enai pokok

perka -
ertimbangkan, dan Selanjutnya tg ranya sudah tidak periu

dip ah Cukuy . . g
akim untuk menyatakan Gugatan p P alasan hukum bagi Majelis
H €nggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwg oleh
karena Gy i
’ gatan Pe
4ok diterima, maka berdasarkan 10 \ndanes U

tan Sebagaimang ditentukan dalam

dneﬂwkan dalam amar Putusan ini;
Menimbang, bahwa terhadap Peérmohonan penundaan pelaksanaan
Keputusan atau pelaksanaan Syrat Objek Sengketa yang dimohonkan oleh
penggugat, dengan telah dinyatakannya Gugatan Penggugat tidak diterima,
maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan tersebut sudah tidak perlu
lagi dipertimbangkan dan sudah Sepatutnya ditolak juga oleh Majelis Hakim:
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-
uUndangd Rl Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil dan bukti-bukti yang relevan
dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan ini, dan terhadap
dan bukti-bukti  yang tidak relevan, Majelis Hakim

dalil
mengenyampingkannya, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dengan Putusan ini;
Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

an, Putusan Perkara Nomor : 1 65/G/LH/2020/PTUN.Sby
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| DALAM EKSEPS]:
- Menyaiakan Ekseps; Tergugat tigay.

’ DALAM POKOK pERKARA; ak dlterima;
1. Menyatakan Gugatgp, Pen
2, Menghukum pe”ggugal

LGUS EFFENDL SH. iy danANQL,S'H' seagai Hakim Ketua Majels,
o SMAN BALKHAN. S.H i
, S.H., masing-

zsing sebagai Hakim Ap ota.
:ersidar]?an yang_ terbuka U?"?Uk umzu:S:;]ca:erzlil;:roiii:cap};an S(?]a'Iam
informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021pa|ah rVuisllter'n
Hakim tersebul. dengan dibantu oleh 1. NAFRUL HUD, S:e tfjehs'
panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Sur'aba-ya" Zin?gf:
ginadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuas'a Hukum

Hzkim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

AGUS EFFENDI, S.H., M.H,, ARDOYO WARDHANA, S.H.

GUSMAN BALKHAN.,S.H. Panitera Pengganti

H. NAFRUL HUDI, S.H.,
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JU Medan Merdeaa Utara No.9 - 13
Telp. (O21) 3843348 | (021) 3810350 | (021) METES8

Pengacian Tats Usaha Negara Surabaya

Parvery Tnghkat Pertama
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